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K ekuasaan K ehakiman dan Konstitusi

Firman Floranta Adonara

Abstract

The mission of the sacred judicial institution in Indonesia to enforce the law for justice,
both for individuals and for society, nation and state. To carry out that mission, the judge
granted a free and independent authority to rulings are not easily interfered by extra judicial
power, such as rulers and other forces in society (such as political and economic power).

Thisis guaranteed by the Constitution of 1945 and legislation in force in Indonesia.
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|. Pendahuluan

Daam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik di dalam masyarakat.
Konflik yang terjadi seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk
dapat menyelesaikan konflik tersebut seringkali diperlukan adanya campur tangan institus
khusus yang memberikan penyelesaian secara obyektif, penyelesaian tersebut tentunya
didasarkan kepada pedoman-pedoman yang berlaku secara obyektif. Fungs ini lazimnya
dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang
untuk melakukan pemeriksaaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik.
Kewenangan tersebut dikena dengan kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya

dilaksanakan oleh hakim.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat
menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses
pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun,

termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanyaterikat pada fakta-
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